
Lex Crimen Vol. VIII/No. 11/Nov/2019 

 

96 

SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI 
AKIBAT MELAKUKAN KEJAHATAN 

PORNOGRAFI1 
Oleh: Moh. Krisna Bayu Aji2 

 
ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui bagaimana bentuk-bentuk 
kejahatan pornografi apabila dilakukan oleh 
korporasi dapat dikenakan sanksi pidana dan 
bagaimana pemberlakuan sanksi pidana 
terhadap korporasi akibat melakukan kejahatan 
pornografi. Dengan menggunakan metode 
penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. 
Kejahatan pornografi apabila dilakukan 
korporasi dan dapat dikenakan sanksi pidana 
merupakan perbuatan-perbuatan kejahatan 
sebagaimana diatur pada Pasal 29 sampai 
dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 44 
Tahun 2008 tentang Pornografi, antara lain 
memproduksi, membuat, memperbanyak, 
menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, 
mengimpor, mengekspor, menawarkan, 
memperjualbelikan, menyewakan, atau 
menyediakan pornografi atau menyediakan 
jasa pornografi dan bentuk-bentuk perbuatan 
lainnya.Tindak pidana pronogarfi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 29, sampai dengan Pasal 
38 adalah kejahatan. 2. Sanksi pidana terhadap 
korporasi akibat melakukan kejahatan 
pornografi yang dapat dikenakan selain pidana 
penjara dan denda terhadap pengurusnya, 
dijatuhkan pula pidana denda terhadap 
korporasi dengan ketentuan maksimum pidana 
dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang 
ditentukan dalam setiap Pasal Pasal 29 sampai 
dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 44 
Tahun 2008 tentang Pornografi. Selain pidana 
pokok korporasi dapat dikenai pidana 
tambahan berupa: pembekuan izin usaha; 
pencabutan izin usaha; perampasan kekayaan 
hasil tindak pidana; dan pencabutan status 
badan hukum. 
Kata kunci: Sanksi Pidana, Korporasi, Pornografi 
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MH; Harly Stanly Muaja, SH, MH 
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Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang 
Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, 
Untuk memberikan perlindungan terhadap 
korban pornografi, Undang-Undang ini 
mewajibkan kepada semua pihak, dalam hal ini 
negara, lembaga sosial, lembaga pendidikan, 
lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau 
masyarakat untuk memberikan pembinaan, 
pendampingan, pemulihan sosial, kesehatan 
fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi 
korban atau pelaku pornografi. Berdasarkan 
pemikiran tersebut, Undang-Undang tentang 
Pornografi diatur secara komprehensif dalam 
rangka mewujudkan dan memelihara tatanan 
kehidupan masyarakat Indonesia yang beretika, 
berkepribadian luhur, dan menjunjung tinggi 
nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta 
menghormati harkat dan martabat setiap 
warga negara. 

Bentuk-bentuk kejahatan pornografi apabila 
dilakukan oleh korporasi dapat dikenakan 
sanksi pidana. Hal ini menunjukkan peraturan 
perundang-undangan pornografi diberlakukan 
untuk memberikan kepastian hukum mengenai 
perlindungan kepada masyarakat dari adanya 
pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan 
pornografi semakin berkembang luas di tengah 
masyarakat yang mengancam kehidupan dan 
tatanan sosial masyarakat Indonesia. 

Badan hukum, korporasi’ rechtspersoon; 
legal person ialah badan atau usaha yang 
mempunyai identitas sendiri, kekayaan sendiri 
terpisah dari kekayaan anggota. Dulu hanya 
menjadi subjek hukum perdata, sekarang 
menjadi subjek hukum pidana juga. 3 Badan 
hukum ialah badan atau perkumpulan yang 
dalam lalu lintas hukum diakui sebagai subjek 
hukum seperti; perseoran, yayasan, lembaga 
dan sebagainya.4Badan usaha ialah perusahaan 
berbentuk badan hukum yang menjalankan 
jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan 
didirikan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, serta bekerja dan 
berkedudukan dalam Wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.5 

 
3 Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, (Editor) 
Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hlm. 17. 
4 Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan Keenam, PT. Rineka 
Cipta, Jakarta, 2009. hlm. 41. 
5 Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya 
A.,Op.Cit, hlm. 31. 
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Kejahatan korporasi merupakan ancaman 
yang siginifikan terhadap kesejahteraan 
masyarakat meningkat kehadiran dari 
perusahaan meresap dalam berbagai kegiatan 
di masyarakat kita, dan dampak dari tindakan 
mereka pada kelompok yang lebih luas yang 
dipengaruhi oleh tindakan individu, potensi 
bahaya ekonomi dan fisik yang disebabkan oleh 
korporasi besar.6 

Perbuatan pidana semata menunjuk pada 
perbuatan baik secara aktif maupun secara 
pasif, sedangkan apakah pelaku ketika 
melakukan perbuatan pidana patut dicela atau 
memiliki kesalahan, bukan merupakan wilayah 
perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada 
pertanggungjawaban pidana.7  
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah bentuk-bentuk kejahatan 

pornografi apabila dilakukan oleh korporasi 
dapat dikenakan sanksi pidana ? 

2.  Bagaimanakah pemberlakuan sanksi pidana 
terhadap korporasi akibat melakukan 
kejahatan pornografi ? 

 
C. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan untuk 
menyusun penulisan ini ialah metode penelitian 
hukum normatif dengan menggunakan data-
data sekunder yang diperoleh dari studi 
kepustakaan. Data sekunder terdiri atas bahan-
bahan hukum primer, sekunder dan tersier. 
Bahan hukum primer berupa peraturan 
perundang-undangan yang mengatur mengenai 
pornografi. Bahan hukum sekunder berupa 
literatur-literatur dan karya-karya ilmiah hukum 
dan bahan hukum tersier dan juga seperti 
kamus-kamus umum dan kamus-kamus hukum.  
  
PEMBAHASAN 
A. Kejahatan Pornografi Oleh Korporasi 

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang 
Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, 
Undang-Undang ini menetapkan secara tegas 
tentang bentuk hukuman dari pelanggaran 
pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan 
pornografi yang disesuaikan dengan tingkat 
pelanggaran yang dilakukan, yakni berat, 
sedang, dan ringan, serta memberikan 

 
6 Muhammad Yamin, Op.Cit, hlm. 89-90. 
7 Ali Mahrus, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Cetakan 
Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.        hlm. 97. 

pemberatan terhadap perbuatan pidana yang 
melibatkan anak. Di samping itu, pemberatan 
juga diberikan terhadap pelaku tindak pidana 
yang dilakukan oleh korporasi dengan 
melipatgandakan sanksi pokok serta pemberian 
hukuman tambahan.8 

Jenis delik seluruh tindak pidana pornografi, 
termasuk tindak pidana ”membuat” pornografi 
adalah delik umum atau delik biasa, artinya 
bukan delik aduan, jadi siapa saja anggota 
masyarakat Indonesia yang mengetahui terjadi 
perbuatan pidana atau tindak pidana 
pornografi, wajib melaporkan kepada pihak 
yang berwajib atau pihak yang berwenang, 
yaitu kepolisian. Pandangan tersebut 
didasarkan pada ketentuan Pasal 20 Undang-
Undang Nomor 44 Tahun 2008 yang 
menentukan bahwa: “masyarakat berperan 
serta dalam melakukan pencegahan terhadap 
pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan 
pornografi”.9 

Pornografi dan pornoaksi adalah perbuatan 
yang berdampak negatif terhadap perilaku 
generasi muda. Anak-anak dan perempuan 
banyak yang telah menjadi korban, baik sebagai 
korban murni maupun sebagai “pelaku sebagai 
korban”, karena itu pornografi dan pornoaksi 
dikategorikan sebagai perbuatan pidana.10 

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 
tentang Pornografi. Pasal 1 angka 3. Setiap 
orang adalah orang perseorangan atau 
korporasi, baik yang berbadan hukum maupun 
yang tidak berbadan hukum.  

Korporasi dapat dikenakan sanksi pidana 
apabila melakukan perbuatan-perbuatan 
sebagaimana diatur pada Pasal 29 sampai 
dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 44 
Tahun 2008 tentang Pornografi. 

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 
tentang Pornografi. Pasal 29. Setiap orang yang 
memproduksi, membuat, memperbanyak, 
menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, 
mengimpor, mengekspor, menawarkan, 
memperjualbelikan, menyewakan, atau 
menyediakan pornografi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana 

 
8 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 
tentang Pornografi. 
9Neng Djubaedah, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 
tentang Pornografi (Perspektif Negara Hukum 
Berdasarkan Pancasila) Cetakan Pertama, Sinar Grafika, 
Jakarta, 2011, hal. 108. 
10Ibid, hal. 3. 
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dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) 
bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun 
dan/atau pidana denda paling sedikit 
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta 
rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 
(enam miliar rupiah). 

Pasal 30. Setiap orang yang menyediakan 
jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 
(enam) tahun dan/atau pidana denda paling 
sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh 
juta rupiah) dan paling banyak 
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 

Pasal 31. Setiap orang yang meminjamkan 
atau mengunduh pornografi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 
dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pasal 
32. Setiap orang yang memperdengarkan, 
mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, 
atau menyimpan produk pornografi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) 
tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pasal 
33. Setiap orang yang mendanai atau 
memfasilitasi perbuatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan 
paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau 
pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta 
rupiah). 

Pasal 34. Setiap orang yang dengan sengaja 
atau atas persetujuan dirinya menjadi objek 
atau model yang mengandung muatan 
pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 
10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda 
paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 
rupiah). Pasal 35. Setiap orang yang menjadikan 
orang lain sebagai objek atau model yang 
mengandung muatan pornografi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun 
dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau 
pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Pasal 

36. Setiap orang yang mempertontonkan diri 
atau orang lain dalam pertunjukan atau di 
muka umum yang menggambarkan 
ketelanjangan, eksploitasi seksual, 
persenggamaan, atau yang bermuatan 
pornografi lainnya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau 
pidana denda paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

Pasal 37. Setiap orang yang melibatkan anak 
dalam kegiatan dan/atau sebagai objek 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
dipidana dengan pidana yang sama dengan 
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, 
Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, 
dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari 
maksimum ancaman pidananya. Pasal 38. 
Setiap orang yang mengajak, membujuk, 
memanfaatkan, membiarkan, 
menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa 
anak dalam menggunakan produk atau jasa 
pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
12 dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 
(enam) tahun dan/atau pidana denda paling 
sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh 
juta rupiah) dan paling banyak 
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 

Pasal 39. Tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, 
Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, 
Pasal 37, dan Pasal 38 adalah kejahatan. 
 
B. Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Akibat 

Melakukan Kejahatan Pornografi 
Sanksi, sanctie, yaitu: akibat hukum bagi 

pelanggar ketentuan undang-undang. Ada 
sanksi adminsitratif, ada sanksi perdata dan ada 
sanksi pidana. 11   Pidana: “penderitaan yang 
sengaja dibebankan kepada orang yang 
melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-
syarat tertentu”.12  

Sanksi pidana, strafsanctie, yaitu akibat 
hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana 
yang berupa pidana dan/atau tindakan. 13 
Pidana (Straf): hukuman yang dijatuhkan 
terhadap orang yang terbukti bersalah 

 
11Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Op.Cit, hlm. 
138. 
12 Ibid, hlm. 392. 
13 Ibid, hlm. 138. 
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melakukan delik berdasarkan putusan yang 
berkekuatan hukum tetap.14   

Pornografi dan pornoaksi adalah perbuatan 
yang berdampak negatif terhadap perilaku 
generasi muda. Anak-anak dan perempuan 
banyak yang telah menjadi korban, baik sebagai 
korban murni maupun sebagai “pelaku sebagai 
korban”, karena itu pornografi dan pornoaksi 
dikategorikan sebagai perbuatan pidana.15  

Sebagaimana telah diketahui bahwa KUHP 
mulai berlaku di Indonesia sejak Januari tahun 
1917, tentu pada masa itu pun sebab 
ditentukannya pidana bagi pelaku pornografi 
dan pornoaksi adalah karena adanya alasan 
bahwa pornografi dan pornoaksi merupakan 
perbuatan yang merusak moral dan akhlak 
bangsa. Pasal-pasal yang menentukan larangan 
pornoaksi dan pornografi beserta hukumannya 
dimasukkan ke dalam Bab tentang kejahatan 
terhadap kesusilaan. Pornografi dan pornoaksi 
berdampak pula terhadap perbuatan amoral 
lainnya atau tindak pidana lainnya, misalnya 
perzinahan, pemerkosaan, pelacuran, aborsi, 
pembunuhan dan lain-lain.16 

Banyak orang yang masih meragukan 
apakah pornografi bisa berdampak terhadap 
timbulnya kejahatan seksual. Memang pada 
dasarnya, tidak setiap orang yang melihat 
materi-materi pornografi serta merta langsung 
melakukan tindak kejahatan seksual. Proses 
pengaruh materimateri pada tiap orang, 
berbeda-beda. Ada yang kecil efeknya, tapi ada 
pula yang besar, hingga memicunya melakukan 
tindak kriminal seperti perkosaan, pencabulan, 
sodomi, atau pelecehan seksual. Namun 
menariknya, temuan dari hasil investigasi 
Komisi Nasional (Komnas) Perempuan terhadap 
201 kasus perkosaan tahun 2000-2004 yang 
termuat di koran, menunjukkan 56,71% diakui 
pelaku akibat film/VCD porno. 17  Lembaga 
Bantuan Hukum (LBH) APIK Jakarta, 
menemukan fakta, kebanyakan anak-anak atau 
remaja yang melakukan kekerasan seksual, 
lantaran terangsang tayangan VCD porno dan 
pengaruh minuman keras. Fakta dari LBH APIK 
ini adalah berasal dari 185 kasus kekerasan 
seksual yang diterimanya sepanjang tahun 

 
14 Ibid, hlm. 119. 
15Neng Djubaedah, Op.Cit, hlm. 3. 
16 Ibid. 
17Azimah Soebagijo. Pornografi Dilarang Tapi Dicari. Gema 
Insani. Jakarta. 2008. hlm. 81. 

2005. Melihat kenyataan dari bukti empiris ini, 
maka kita perlu mewaspadai kasus-kasus 
kejahatan seksual di sekitar kita. Mengingat 
hingga hari ini, pornografi masih beredar bebas 
mudah dan murah didapat, bahkan oleh anak 
SD sekalipun.18 

Menurut Azimah Soebagijo, pornografi hadir 
dan berbiak di suatu komunitas masyarakat, 
pastinya karena tiga sebab. Pertama, karena 
ada industri pornografi yang skalanya 
mendunia. Kedua, penegakan hukum yang 
lemah. Ketiga, karena ada sekelompok orang 
yang mengkonsumsinya alias ada pasarnya. 
Seiring dengan dirapikannya masalah regulasi 
mengenai pornografi di pemerintahan, maka 
masyarakat perlu menyiapkan diri. Kesiapan 
yang utama adalah menularkan kesadaran yang 
telah dimiliki kepada orang lain. Melalui upaya 
ini, diharapkan ada semakin banyak orang yang 
tercerahkan, dan mau bersama-sama berjuang 
bersama untuk menanggulangi bahaya 
pornografi.19 

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 
tentang Pornografi. Pasal 40 ayat: 
(1)  Dalam hal tindak pidana pornografi 

dilakukan oleh atau atas nama suatu 
korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana 
dapat dilakukan terhadap korporasi 
dan/atau pengurusnya.  

(2)  Tindak pidana pornografi dilakukan oleh 
korporasi apabila tindak pidana tersebut 
dilakukan oleh orang-orang, baik 
berdasarkan hubungan kerja maupun 
berdasarkan hubungan lain, bertindak 
dalam lingkungan korporasi tersebut, baik 
sendiri maupun bersama-sama.  

(3)  Dalam hal tuntutan pidana dilakukan 
terhadap suatu korporasi, korporasi 
tersebut diwakili oleh pengurus.  

(4)  Pengurus yang mewakili korporasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 
diwakili oleh orang lain.  

(5)  Hakim dapat memerintahkan pengurus 
korporasi supaya pengurus korporasi 
menghadap sendiri di pengadilan dan dapat 
pula memerintahkan pengurus korporasi 
supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang 
pengadilan.  

(6)  Dalam hal tuntutan pidana dilakukan 
terhadap korporasi, panggilan untuk 

 
18Ibid. 
19Ibid. 
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menghadap dan penyerahan surat 
panggilan tersebut disampaikan kepada 
pengurus di tempat tinggal pengurus atau 
di tempat pengurus berkantor. 

(7)  Dalam hal tindak pidana pornografi yang 
dilakukan korporasi, selain pidana penjara 
dan denda terhadap pengurusnya, 
dijatuhkan pula pidana denda terhadap 
korporasi dengan ketentuan maksimum 
pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda 
yang ditentukan dalam setiap pasal dalam 
Bab ini. 

Pasal 41. Selain pidana pokok sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7), korporasi 
dapat dikenai pidana tambahan berupa:  
a. pembekuan izin usaha;  
b. pencabutan izin usaha;  
c. perampasan kekayaan hasil tindak pidana; 
dan  
d. pencabutan status badan hukum. 

Izin adalah perangkat hukum adminsitrasi 
yang digunakan pemerintah untuk 
mengendalikan warganya agar berjalan dengan 
teratur dan untuk tujuan ini diperlukan 
perangkat administrasi. Salah satu perangkat 
administrasi adalah organisasi dan agar 
organisasi ini berjalan dengan baik, perlu 
dilakukan pembagian tugas. Sendi utama dalam 
pembagian tugas adalah adanya koordinasi dan 
pengawasan.20  Izin adalah suatu persetujuan 
dari penguasa berdasarkan peraturan 
perundang-undangan dan peraturan 
pemerintah. Izin pada prinsipnya memuat 
larangan, persetujuan yang merupakan dasar 
pengecualian. Pengecualian itu harus diberikan 
oleh undang-undang untuk menunjukkan 
legalitas sebagai suatu ciri negara hukum yang 
demokrasi.21 

Izin (Vergunning) adalah suatu persetujuan 
dari penguasa berdasarkan undang-undang 
atau peraturan pemerintah untuk dalam 
keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-
ketentuan larangan peraturan perundang-
undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai 
dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari 
suatu larangan.22 

 
20H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum 
Adminsitrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, 
Cetakan l. Nuansa. Bandung. 2010, hlm. 92. 
21 Ibid, hlm. 92. 
22Adrian Sutedi. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan 
Publik, Sinar Grafika. Jakarta. 2011, hlm.167-168. 

Perizinan adalah salah satu bentuk 
pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat 
pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah 
terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 
masyarakat. Dengan memberikan izin, 
penguasa memperkenankan orang yang 
memohonnya untuk melakukan tindakan-
tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang 
demi memperhatikan kepentingan umum yang 
mengharuskan adanya pengawasan. Hal pokok 
pada izin, bahwa sesuatu tindakan dilarang 
kecuali diperkenankan dengan tujuan agar 
dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan 
dilakukan dengan cara-cara tertentu.23 

Dalam Hukum Administrasi, izin merupakan 
instrumen yuridis yang digunakan oleh 
pemerintah untuk mempengaruhi para warga 
agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna 
mencapai suatu tujuan konkrit. Sebagai suatu 
instrument hukum, izin berfungsi sebagai ujung 
tombak atau alat yang bertujuan untuk 
mengarahkan, mengendalikan, merekayasa, 
dan merancang masyarakat adil makmur. 
Melalui izin dapat diketahui bagaimana 
gambaran masyarakat adil makmur itu 
terwujud, yang berarti persyaratan-persyaratan 
yang terkandung dalam izin merupakan 
pengendali dalam memfungsikan izin itu 
sendiri.24 

Sanksi administrasi merupakan perbuatan 
pemerintah guna mengakhiri suatu keadaan 
yang dilarang oleh kaidah hukum administrasi 
atau melakukan apa yang seharusnya 
ditinggalkan oleh para warga masyarakat 
karena bertentangan dengan undang-undang 
atau aturan hukum lainnya.25  

Hal-hal yang dapat menjadikan sebab suatu 
keputusan tata usaha negara yang berupa 
perizinan dicabut sebagai bentuk sanksi adalah 
:  
1. Pihak yang berkepentingan (penerima izin) 

tidak mematuhi pembatasan-pembatasan, 
syarat-syarat atau ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang dikaitkan pada 
izin tersebut;  

 
23 Ibid, hlm. 168. 
24 Ridwan. HR. Hukum Administrasi Negara. UII Press. 
Yogyakarta. 2003. hlm. 160. 
25  Philipus. M. Hadjon. Pengantar Hukum Administrasi 
Indonesia. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta 
1994. hlm. 246. 
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2. Pihak yang berkepentingan (penerima izin) 
pada waktu mengajukan permohonan untuk 
mendapatkan izin telah memberikan data 
yang tidak benar atau tidak lengkap. Hal ini 
bermakna bahwa apabila data yang 
diberikan saat mengajukan permohonan izin 
benar, lengkap, dan tidak dipalsukan maka 
pemberian izin mungkin tidak akan 
diberikan (permohonan izin ditolak).26 
Penempatan sanksi dalam suatu aturan 

hukum, merupakan bagian penutup yang 
sangat penting dalam setiap peraturan 
perundang-undangan termasuk dalam aturan 
hukum administrasi. Pada umumnya tidak ada 
gunanya memasukkan aturan-aturan hukum 
tentang kewajiban-kewajiban atau larangan-
larangan bagi para warga dalam aturan hukum 
bidang administrasi negara, manakala aturan-
aturan mengenai tingkah laku tidak dapat 
dipaksakan secara tegas oleh aparat 
pemerintah atau lembaga/instansi maupun 
pejabat yang berwenang untuk itu.27 

Perbedaan antara sanksi administrasi dan 
sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan 
pengenaan sanksi itu sendiri. Sanksi 
administrasi ditujukan kepada perbuatan 
pelanggarannya sedangkan sanksi pidana 
ditujukan kepada si pelanggar dengan memberi 
hukuman berupa nestapa. Sanksi administrasi 
dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu 
dihentikan. Sifat sanksi adalah “reparatoir” 
artinya memulihkan pada keadaan semula. Di 
samping itu perbedaan antara sanksi pidana 
dan sanksi administrasi ialah tindakan 
penegakan hukumnya. Sanksi administrasi 
diterapkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara 
tanpa harus melalui prosedur peradilan 
sedangkan sanksi pidana hanya dapat 
dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses 
peradilan. 28  Penerapan sanksi pidana 
merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) 
ketika instrumen hukum perdata atau hukum 

 
26Lijan Poltak Sinambela. Reformasi Pelayanan Publik-
Teori, Kebijakan, Dan Implementasi. Bumi Aksara. Jakarta. 
2006. hlm. 312. 
27 Ibid, hlm. 245. 
28Philipus. M. Hadjon, dkk. Pengantar Hukum Administrasi 
Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative 
Law)  Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 2008. 
hlm. 247. 

administrasi sudah tidak dapat dilaksanakan 
dengan baik.29   
   
PENUTUP 
A.  Kesimpulan 

1.  Kejahatan pornografi apabila dilakukan 
korporasi dan dapat dikenakan sanksi 
pidana merupakan perbuatan-perbuatan 
kejahatan sebagaimana diatur pada Pasal 
29 sampai dengan Pasal 38 Undang-
Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang 
Pornografi, antara lain memproduksi, 
membuat, memperbanyak, 
menggandakan, menyebarluaskan, 
menyiarkan, mengimpor, mengekspor, 
menawarkan, memperjualbelikan, 
menyewakan, atau menyediakan 
pornografi atau menyediakan jasa 
pornografi dan bentuk-bentuk perbuatan 
lainnya.Tindak pidana pronogarfi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, 
sampai dengan Pasal 38 adalah 
kejahatan. 

2. Sanksi pidana terhadap korporasi akibat 
melakukan kejahatan pornografi yang 
dapat dikenakan selain pidana penjara 
dan denda terhadap pengurusnya, 
dijatuhkan pula pidana denda terhadap 
korporasi dengan ketentuan maksimum 
pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana 
denda yang ditentukan dalam setiap 
Pasal Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 
tentang Pornografi. Selain pidana pokok 
korporasi dapat dikenai pidana tambahan 
berupa: pembekuan izin usaha; 
pencabutan izin usaha; perampasan 
kekayaan hasil tindak pidana; dan 
pencabutan status badan hukum. 

 
B. Saran 

1. Untuk mencegah terjadinya kejahatan 
pornografi oleh korporasi, maka 
diperlukan pelaksanaan kewajiban 
pemerintah dan pemerintah daerah 
untuk melakukan pencegahan 
pembuatan, penyebarluasan, dan 
penggunaan pornografi dan melakukan 
pengawasan terhadap pembuatan, 
penyebarluasan, dan penggunaan 

 
29  Andi Hamzah. Asas-asas Hukum Pidana Indonesia. 
Rineka Cipta. Jakarta, 2008. hlm. 8.   
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pornografi serta  kerja sama dan 
koordinasi dengan berbagai pihak, baik 
dari dalam maupun dari luar negeri, 
dalam pencegahan pembuatan, 
penyebarluasan, dan penggunaan 
pornografi.  

2. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap 
korporasi termasuk sanksi pidana 
tambahan perlu diterapkan sesuai 
dengan perbuatan kejahatan pornografi 
yang telah terbukti secara sah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dalam pemeriksaan perkara 
di pengadilan. Sanksi pidana pokok dan 
sanki pidana tambahan perlu diterapkan 
untuk memberikan efek jera bagi 
pengurus dan/atau korporasi agar tidak 
lagi melakukan perbuatan yang sama di 
kemudian hari dan bagi pihak-pihak lain 
sebagai suatu peringatan untuk tidak 
meniru melakukan perbuatan kejahatan 
pornografi. 
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